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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan lembaga praperadilan 

dalam kajian hukum positif di Indonesia  dan untuk mengetahui implementasi lembaga 

praperadilan sebagai upaya hukum tersangka dalam menuntut keadilan di tingkat 

penyidikan. Peneltian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; suatu penelitian 

yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif, 

dilakukan untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan 

dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum 

primer, sekunder, dan tertier 

Lembaga Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan 

sejak adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang 

lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Pengaturan Lembaga Praperadilan 

di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(selanjutnya disebut KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu 

dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Praperadilan adalah suatu hal yang biasa dalam 

negara hukum sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan didasarkan 

kepada aturan dalam KUHAP. Tidak semua putusan Praperadilan dimenangkan oleh 

tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan Praperadilan 

akan mempertimbangkan fakta baik yuridis maupun fakta materiil. Pasal 1 angka 10 

KUHAP dapat diketahui salah satu tujuan dibuatnya KUHAP adalah untuk memberikan 

perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-

wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun tingkat 

penuntutan. 
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PENDAHULUAN 

Lembaga praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu diganti 

dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam 

KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan 

menjadi dilema dalam praktik, sepert tentang putusan gugur. Menurut Pasal 82 Ayat (1) 

huruf d KUHAP, apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus 

diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Benar, bahwa tentang 

sah-tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan praperadilan bisa 

saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi 

masalah seandainya praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai 

diperiksa. Akan jadi sia-sianya lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-

undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas 

praperadilan harus dinyatakan gugur. Ketentuan ini menjadi celah bagi penyidik maupun 

penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara buru-buru melimpahkan 

berkas perkara ke pengadilan. Pelimpahan perkara yang tidak matang mengakibatkan 



berkas perkara (khususnya surat dakwaan) yang diajukan ke pengadilan merupakan 

berkas perkara yang asal jadi. Dapat dibayangkan apa yang terjadi misalnya kalau 

tindakan seperti ini dilakukan dalam menangani kasus-kasus korupsi, narkoba atau 

terorisme. 

Eksistensi lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia merupakan 

sebagai sarana control oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan hukum selama proses 

penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Dalam 

sistem Peradilan Pidana terpadu yang dianut oleh Hukum Acara Pidana mengandung arti 

hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan harus 

merupakan hubungan yang sinkron sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih.
1
  Hukum 

Acara Pidana merupakan suatu sarana dalam pembinaan keseluruhan komponen diatas, 

dalam arti bahwa Hukum Acara Pidana haruslah dapat memberikan pengaturan 

sedemikian rupa sehingga di antara komponen tersebut tidak terjadi saling tumpa tindih, 

serta masing-masing komponen mengetahui tempatnya serta fungsi masing-masing dalam 

suatu rangkaian keseluruhan sistem.
2
 

Lembaga praperadilan merupakan hasil usaha tuntutan terhadap perlindungan 

Hak Asasi Manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana. Tujuan 

dibentuknya praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi 

tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan. Lembaga Preperadilan berfungsi 

sebagai alat kontrol terhadap penyidik karena penyalahgunaan wewenang yang diberikan 

kepadanya, kontrol tersebut dilakukan dengan beberapa cara:
3
 

a. Control vertical, kontrol dari atas ke bawah. 

b. Control horizontal, kontrol kesamping antara penyidik, penuntut umum, timbal balik, 

tersangka, keluarganya atau pihak ketiga. 

Pemeriksaan praperadilan dimulai dalam rangka menentukan apakah petugas 

telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai 

dengan undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan atau 

tidak. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan kekeliruan dalam 

penerapan hukum yang mengakibatkan kerugian  dan hak asasi tersangka menjadi kurang 

terlindungi. 

 

PEMBAHASAN 

Eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga tersendiri. 

Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan 

KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan 

Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian 

Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. 

Praperadilan dalam hukum acara pidana dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 

10 Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa 

Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus dan memutus:
4
 

1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka 

atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan 

keadilan; 

2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas 

permintaan yang berkepntingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan; 
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3) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas 

permintaan yang berkepntingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan; 

4) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak 

lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan  

Khusus dalam hal praperadilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap 

penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan 

hendaknya dipahami bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing–masing 

kelembagaan tetapi lebih dipahami sebagai kontrol mekanisme penegakan hukum acara. 

Peran serta masyarakat baik itu melalui LSM maupun secara individu juga mutlak 

diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Dalam pasal 80 KUHAP, pengertian 

pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan tentang penghentian 

penyidikan atau penuntutan, sering diartikan hanya sebatas saksi pelapor atau saksi 

korban tindak pidana. Kedepan pengertian itu perlu diperluas dengan melibatkan 

masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan.
5
 

Pengajuan praperadilan dilakukan di pengadilan negeri, dengan membuat 

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk nantinya di register dalam register 

khusus tentang praperadilan. Dari permohonan tersebut, sesuai ketentuan pasal 78 ayat 

(2), Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa 

perkara pra peradilan dengan dibantu dengan seorang panitera. Untuk penetapan hari 

sidang sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf c mensyaratkan untuk segera bersidang 3 

hari setelah dicatat dalam register dan dalam tempo 7 hari perkara tersebut sudah harus 

diputus, sedangkan untuk pemanggilan para pihak dilakukan bersamaan dengan 

penetapan hari sidang oleh hakim yang ditunjuk. Tata cara maupun bentuk putusan dalam 

pra peradilan tidak diatur dalam ketentuan khusus dalam KUHAP.  

Sesuai dengan sifat cepat dan sederhananya proses persidangan, hendaknya 

hakim dapat meyesuaikan dalam melaksanakan proses persidangan maupun putusan. 

Bertitik tolak dari pasal 82 ayat (1) huruf c yang mengatur pengajuan dan tata cara 

pemeriksaan pra peradilan, hakim diminta untuk tegas menentukan tahapan persidangan 

pra peradilan dan membuat putusan sesederhana mungkin atau bisa digabung dengan 

Berita Acara Sidang asalkan putusan memuat pertimbangan hukum yang lengkap, jelas 

dan memadai. 

Sebagaimana ditegaskan di atas, praperadilan adalah hal yang biasa dalam 

membangun saling kontrol antara Kepolisian, Kejaksaan dan Tersangka melalui Kuasa 

Hukumnya atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum. Dalam negara 

hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum sangat diperlukan suatu lembaga 

kontrol yang independen yang salah satu tugasnya mengamati/mencermati terhadap sah 

tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan atau 

sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana baik itu dilakukan 

secara resmi dengan mengeluarkan SP3 atau SKPPP (Devonering), apalagi yang 

dilakukan secara diam-diam.
6
 Di samping itu diharapkan juga pihak Kepolisian dapat 

mengontrol kinerja Kejaksaan apakah perkara yang sudah dilimpahkan benar-benar 

diteruskan ke Pengadilan. Begitu juga pihak Kejaksaan diharapkan dapat mengontrol 

kinerja Kepolisian di dalam proses penanganan perkara pidana apakah perkara yang 

sudah di SPDP (P.16) ke Kejaksaan akhirnya oleh penyidik perkara tersebut benar-benar 

dilimpahkan ke Kejaksaan atau malah berhenti secara diam-diam. Di dalam era supremasi 

hukum ini sudah saatnya dibangun budaya saling kontrol, antara semua komponen 

penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat ) agar kepastian hukum benar-benar 

dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan. 
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KESIMPULAN 

Lembaga Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan 

sejak adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang 

lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Pengaturan Lembaga Praperadilan 

di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(selanjutnya disebut KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu 

dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. 

Di dalam negera hukum seperti Indonesia, Praperadilan adalah suatu hal yang 

biasa dalam negara hukum sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan 

didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Tidak semua putusan Praperadilan 

dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang 

pemeriksaan Praperadilan tentunya akan mempertimbangkan fakta-fakta baik yuridis 

maupun fakta materiil.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui salah satu tujuan 

dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, 

sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum 

khususnya pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan. 
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